
 
LURAH NGESTIHARJO 

KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL  

PERATURAN LURAH NGESTIHARJO 

 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

 

 TENTANG  

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI 
DANA DESA UNTUK TAHUN 2021 SEBAGAI AKIBAT DAMPAK PANDEMI 

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KALURAHAN NGESTIHARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH NGESTIHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) 
poin c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2021 perlu memberikan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (4) 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa 
perlu memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana 
Desa dan menetapkan keluarga penerima manfaat; 

c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam huruf a dan b maka di pandang perlu 
menetapkan Penetapan Daftar Penerima Manfaat 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk Tahun 
2020 Sebagai Akibat Dampak Pandemi Corona Virus 
Disease (Covid-19) Kalurahan Ngestiharjo dengan 
Peraturan Lurah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 



2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang 
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1700); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1035); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1641); 

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah 
Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 
Nomor 35);  

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2020 Nomor 125); 

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 



dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129); 

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 
tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan 
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
2020 Nomor 14); 

17. Peraturan Desa Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
Ngestiharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa 
Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 4); 

18. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan 
Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 9); 

19. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan 
Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 13). 

 

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN 
LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK TAHUN 2021 
SEBAGAI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS 
DISEASE (COVID-19) KALURAHAN NGESTIHARJO 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul; 
2. Bupati adalah Bupati Bantul; 
3. Kapanewon adalah Kapanewon Kasihan; 
4. Kalurahan adalah Kalurahan Ngestiharjo; 
5. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan 
beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan 
harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon; 

6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, 
pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan 
Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul adat istiadat Kalurahan, serta 
kewenangan keistimewaan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Republik Indonesia; 

8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan; 

9. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi 
Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan; 

10. Badan permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan 
Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 



anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

11. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis; 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun.  

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

14. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban; 

15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan 
dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan 
Dana Desa. 

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 








